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DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN

bahwa Pendidikan Dasar dan Menengah Keagamaan Kristen merupakan Jjenjang
pendidikan yang integral dalam Sistem Pendidikan Nasional sebagai salah satu
kompofen untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negare;

bahwa Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK) adalah Pendidikan Keagamaan
Kristen Tingkat Menengah bertuyjuan mempersinpkan peserta didik menjadi anggota
masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agama Kristen
dan/atau menjadi ahli ilmu agama Kristen yang berwawasan luas, kritis, kreatif,
inovatif, dan dinamis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu
menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen tentang
Penetapan ljin Penyclenggaraan Sckolah Menengah Teologi Pelita Nauli Pehieme
Il Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003; Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2005; Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4586);

. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan
Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor
124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4864),

Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Indonesia
Nomor 4941);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dap
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010
nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010
Endtnng iiu;ﬁelolgal;odﬁn Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negars Republik
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